BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian serta analisa yang peneliti di atas, maka penulis dapat
menyimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara
Nomor 2480/Pid.B/2014/PN.SBY tentang hukuman bagi pelaku tindak
pidana pembuangan limbah B3 adalah mengenai Hal-hal yang
memberatkan: 1. Perbuatan tedakwa mengakibatkan tercemarnya
lingkungan. Sedangkan hal-hal yang meringankan: 1. Terdakwa belum
pernah dihukum 2. Terdakwa merasa bersalah 3. Terdakwa mempunyai
anak yang masih kecil. Majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya
menjadikan Pasal 103 Ayat (1) jo Pasal 116 Ayat (1) Huruf (b) Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai dasar dalam penjatuhan
hukuman kepada terdakwa yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan
denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyard rupiah) dengan
ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana
kurungan selama 4 (empat) bulan kurungan.

2. Dalam hukum pidana Islam terhadap sanksi hukum dalam Putusan Nomor
2480/Pid.B/2014/PN.SBY tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana

pembuangan limbah B3. Hukuman terhadap perkara tindak pidana
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pembuangan limbah B3 yang dilakukan oleh kepala Instalasi penyehatan
Lingkungan RSUD Sidoarjo dalam hukum pidana Islam dapat dijatuhi
hukuman takzir dikarenakan takzir merupakan sesuatu bentuk jarimah
yang dimana kadarnya tidak ditentukan dalam nash. Berdasarkan hukum
pidana Islam penjatuhan hukuman takzir dengan Putusan Pengadilan
Negeri Surabaya Nomor 2480/Pid.B/2014/PN.SBY sudah sesuai karena
penjatuhan hukuman tersebut sama-sama dijatuhkan oleh seorang yang
berwenang didalamnya (hakim). Tindak pidana yang dilakukan terdakwa
sudah memenuhi unsur-unsur jarimah takzir diantaranya ialah a/-rukn al-
adabiy yakni adanya pelaku yang telah melakukan perbuatan yang

dilarang syarak.

B. Saran
1. Sebaiknya segenap aparat penegak hukum selalu menjadikan undang-
undang sebagai dasar dalam setiap pengambilan keputusan, seperti pada
kasus pembungan limbah B3 hendaknya lebih mendasarkan kepada Pasal
103 Ayat (1) jo Pasal 116 Ayat (1) Huruf (b) Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup merupakan salah satu dari peraturan ataupun
ketentuan yang dihasilkan dari pakar hukum yang seharusnya bukan
hanya sekedar wacana hukum, tetapi juga dalam hal menegakkan keadilan

dalam menetapkan hukum sebagai penjatuhan hukuman dan kejahatan.
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2. Bagi segenap mahasiwa hendaknya lebih moderat dalam menyimpulkan
sesuatu, hendaknya lebih mendasarkan pemikirannya terhadap undnag-
undang serta nash Allah. Karena, dalam hukum Islam, sumber hukum
Islam dapat dijadikan pedoman dalam menentukan hukuman yang sesuai
dengan tujuan hukuman untuk mempunyai efek jera bagi pelaku

pembuangan limbah B3 agar tidak menulangi lagi.



